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A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

No Huruf Nan.la Nanola Keterangan
Arab Latin Latin
1 ! Alif - Tidak dilambangkang
2 < ba’ B -
3 < ta’ T -
4 <o sa’ $ s dengan titik di atas
5 'l Jim J -
6 C ha’ h ha dengan titik
7 'd kha’ Kh -
8 2 Dal D -
9 3 Zal Z zet dengan titik di atas
10 B} ra’ R -
11 B) Zai Z -
12 S sa’ S -
13 g3 Syin Sy -




es dengan titik di

14 d
l sa bawah
. de dengan titik di
1
i ul dad bawah
16 b ta’ te dengan titik di
bawah
17 b 22’ zet dengan titik di
bawah
18 t ain koma terbalik di atas
19 & gain ;
20 < fa’ .
21| & qaf )
22 8 kaf i
23 J lam )
24 ¢ mim .
25 o nun i
26 J wawu ;
27 A ha’ )
28 s hamzah Apostrop
29 ‘”5 ya’ _
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B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah,
ditulis lengkap

& A& ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1.

Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan
harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis
dengan “t” atau “h”.

Contoh: edll 83 : Zakat al-Fitri atau Zakah al-

Fitri

. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: ScUa Talhah

Jika Ta’ Marbufah diikuti kata sandang “al” dan
bacaan kedua kata itu t erpisah maka Ta’ Marbutah
itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3\ &3y Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

il - ditulis Jama ‘ah

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t

A Lo - ditulis Ni ‘matullah

ed\ 8y : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan
vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin
1 O Fathah A a
2 o Kasrah I i
3 o Dammah U u
Contoh:

s,«f — Kataba Mv\g — Yazhabu

M — Suila 53— Zukira
2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
L;j Fathah dan ya’ Ai adani
¥ Fathah dan waw Au adanu

Contoh:
&S Kaifa Je= : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat
dan huruf transliterasinya sebagai berikut:
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No Vokal Nama Latin Nama

1 K Fathah dan alif A a bergaris atas
2 &5 Fathah dan alif layyinah A a bergaris atas
3 < Kasrah dan ya’ I I bergaris atas
4 j{_,{_} Dammah dan waw U u bergaris atas

Contoh:

Ul : Tuhibbiina

ol > al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu
Kata dipisahkan dengan Apostrof

££
(.w‘\ s a’antum
PR ) o
Cage s mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan
huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan
“al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1.
2.

Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...

Al-Bukharty dalam muqaddimah kitabnya

menjelaskan ...

Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla
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5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
oV, d\ : ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
daod! : ditulis as-Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid

dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika
berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:
»\.o.é : Muhammad
3 ) :al-Wudd

I. Kata Sandang “J)”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf
qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf “l ”.

Contoh:
bw\ s al-Qur’an
dond) . al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak
mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini
disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada
awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ““al”, dll.



Contoh:
‘}‘}53\ 5&1\ s al-Imam al-Gazali

@\ﬂ-\ c,-«J‘ s al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh:

e R . Nasrun minallahi

la,?:fa:ﬂ\ & Lillahi al-Amr Jami'a

. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma
di atas (°) atau apostrof jika berada di tengah atau di
akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,
maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya
saja.
Contoh:

ot ‘45»\5« o] : Thya’ ‘Ulam al-Din

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja),
isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf
Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh :
oyl > 8d i Ol :wainnallaha lahuwa khair al-
Razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut

e')’\m:ﬂ\ T : ditulis syaikh al-Islam atau
syaikhul Islam.
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ABSTRAK

Sani Faiqotun Nisa, NIM 1120039, 2025. Pertimbangan
Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak Asuh Anak Terhadap
Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Skripsi Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi
pertimbangan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam
menentukan hak asuh anak pasca perceraian, khususnya pada
perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa. Permasalahan yang
diangkat berawal dari adanya hambatan dalam pelaksanaan
hak kunjung ayah setelah putusan perceraian dijatuhkan, di
mana meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, akses
ayah untuk bertemu anak tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara norma hukum formal dengan realitas pelaksanaannya di
masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan
menelaah bahan hukum primer, dan sekunder. Analisis data
dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian,
dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi
pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Putusan ini  menunjukkan
keseimbangan antara penerapan norma hukum positif, nilai-
nilai keadilan Islam, serta perlindungan terhadap hak anak
demi tercapainya tujuan hukum yang meliputi kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Pertimbangan
Hukum.
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ABSTRACT

Sani Faiqotun Nisa, NIM 1120039, 2025. The Judge's Legal
Considerations Regarding the Fulfillment of Child Custody
Rights Regarding Decision Number
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Thesis, Islamic Family Law Study
Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State
Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

This research aims to analyze the construction of legal
considerations and the judges’ reasoning in determining child
custody after divorce, particularly in a case at the Religious
Court of Tigaraksa. The issue raised arises from obstacles in
implementing the father’s visitation rights after the divorce
verdict, in which, although custody was granted to the mother,
the father’s access to meet his child did not proceed as
determined by the court. This condition indicates a gap
between formal legal norms and their implementation in
society.

This study employs a normative juridical method with
statutory, conceptual, and case approaches. Data were
obtained through library research by examining primary and
secondary. The data were analyzed qualitatively through
stages of data reduction, presentation, and conclusion
drawing.

The research findings show that the construction of
legal considerations in Decision Number
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. The decision reflects a balance
between the application of positive legal norms, Islamic justice
values, and the protection of children's rights in order to
achieve the legal objectives of certainty, justice, and benefit.

Keywords: Child Custody, Divorce, Legal Consideration.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak asuh anak mencakup dua dimensi
utama yakni fisik dan non-fisik. Aspek fisik mencakup
kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan
kesehatan, sedangkan aspek non-fisik mencakup
bimbingan moral, pendidikan, kasih sayang, dan
pembinaan karakter.! Meskipun terjadi perceraian hak-
hak anak tetap harus terpenuhi secara utuh oleh kedua
orang tua. Namun dalam praktiknya, perceraian sering
kali mengurangi kesempatan anak untuk memperoleh
kasih sayang dan perhatian seimbang, karena adanya
keterbatasan interaksi dengan salah satu pihak.

Pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia
juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 26
ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,
mendidik, dan melindungi anak, meskipun mereka telah
berpisah.? Artinya, perceraian tidak dapat dijadikan alasan
untuk mengabaikan kewajiban terhadap anak. Prinsip
inilah yang menjadi dasar dalam setiap putusan
pengadilan agama terkait hak asuh.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa
menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian dari

! Syahrani, Ridwan. “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”.
(Jakarta: Kencana, 2019), h. 112.

2 Lihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.



tahun ke tahun. Berdasarkan data, pada tahun 2021
tercatat sebanyak 7.717 perkara perceraian, dengan 6.779
perkara (87,9%) merupakan cerai gugat dan 938 perkara
(12,1%) cerai talak.’ Pada tahun 2022 jumlah perceraian
kembali meningkat dengan kisaran lebih dari 8.000
perkara, yang didominasi oleh cerai gugat.* Sementara
pada tahun 2023 angka perceraian masih tinggi dan
sebagian besar tetap diajukan oleh pihak istri melalui cerai
gugat.’> Kondisi ini mengindikasikan bahwa cerai gugat
selalu lebih mendominasi dibandingkan cerai talak dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir.

Adapun penyebab utama perceraian di wilayah ini
antara lain karena perselisithan dan pertengkaran yang
terus-menerus, faktor ekonomi, adanya pihak ketiga
(perselingkuhan/menikah siri), serta kekerasan dalam
rumah tangga. Data sebelumnya menunjukkan bahwa
kasus perceraian di Tigaraksa dipicu oleh faktor selingkuh
atau menikah siri sebesar 98%, ekonomi 84%, KDRT
78%, perzinaan 66%, ditinggal pasangan lebih dari dua
tahun 51%, perilaku negatif seperti mabuk, judi, atau
kriminalitas 42%, kawin paksa 35%, dan perbedaan
agama (murtad) 12%.5 Persentase ini menegaskan bahwa

3 Suara Banten News, “Tahun 2021 Angka Perceraian di

Pengadilan Agama Tigaraksa Tembus 7.717 Kasus”, diakses 12
September 2025, https://suarabantennews.com/banten/31558/tahun-2021-
angka-perceraian-di-pengadilan-agama-tigaraksa-tembus-7-717-kasus

4 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan
& Statistik Perkara, diakses 12 September 2025,
https://badilag.mahkamahagung.go.id

5> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Statistik Sosial 2023,
diakses 12 September 2025.

¢ Antara Banten, “Pengadilan Agama Tigaraksa Tangani 6.255
Kasus Perceraian”, diakses 12 September 2025,
https://banten.antaranews.com/berita/28998/pengadilan-agama-tigaraksa-
tangani-6255-kasus-perceraian



https://suarabantennews.com/banten/31558/tahun-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-tigaraksa-tembus-7-717-kasus?utm_source=chatgpt.com
https://suarabantennews.com/banten/31558/tahun-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-tigaraksa-tembus-7-717-kasus?utm_source=chatgpt.com
https://badilag.mahkamahagung.go.id/
https://banten.antaranews.com/berita/28998/pengadilan-agama-tigaraksa-tangani-6255-kasus-perceraian?utm_source=chatgpt.com
https://banten.antaranews.com/berita/28998/pengadilan-agama-tigaraksa-tangani-6255-kasus-perceraian?utm_source=chatgpt.com

problem ketahanan keluarga di wilayah hukum
Pengadilan Agama Tigaraksa masih menghadapi
tantangan serius, terutama pada aspek disharmoni rumah
tangga dan faktor ekonomi. Salah satu perkara yang
menonjol adalah Putusan Nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang memberikan gambaran
konkret mengenai problematika pemenuhan hak asuh
anak pasca perceraian.

Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan
kepada ibu dengan pertimbangan bahwa anak masih
berada di bawah usia 12 tahun. Pertimbangan ini sejalan
dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal
105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan
bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada
ibu.” Namun, pasca putusan muncul persoalan baru, yakni
pelaksanaan hak kunjung bagi ayah yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa ayah mengalami
kesulitan untuk bertemu anaknya karena ibu tidak
memberikan akses kunjungan sesuai dengan yang telah
ditetapkan pengadilan. Akibatnya, anak menjadi jarang
bertemu ayahnya, sehingga menimbulkan hambatan
dalam menjalin kedekatan emosional antara keduanya.?
Hal ini tidak sesuai dengan keputusan pengadilan PA
Tigaraksa pada perkara nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
% Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun putusan
pengadilan telah menetapkan hak asuh, implementasi di
lapangan sering kali menghadapi kendala serius.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya
kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam

7 Lihat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
8 Putusan PA Tigaraksa Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.
° Putusan PA Tigaraksa Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



putusan pengadilan dengan realitas pelaksanaannya di
masyarakat. Secara normatif, putusan hakim seharusnya
menjadi jaminan hukum bagi terpenuhinya kepentingan
terbaik anak (the best interest of the child). Anak justru
berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh kasih
sayang, perhatian, dan pengasuhan yang seimbang dari
kedua orang tuanya. Kondisi ini dapat menimbulkan
dampak psikologis, sosial, dan pendidikan yang
merugikan bagi tumbuh kembang anak.!”

Faktor emosional pasca perceraian juga turut
memperburuk keadaan. Tidak jarang mantan pasangan
menggunakan anak sebagai alat untuk melampiaskan
dendam atau  ketidakpuasan, misalnya dengan
menghalangi hak kunjung atau menolak kerja sama dalam
pengasuhan. Padahal, dalam perspektif hukum maupun
psikologis, anak memiliki hak fundamental yang harus
dipenuhi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh
kasih sayang dari kedua orang tuanya.!' Ketika hak ini
tidak terpenuhi, anak berpotensi mengalami kekosongan
emosional, rasa tidak aman, bahkan trauma psikologis
yang berdampak pada perkembangan kepribadiannya.!?
Pola asuh yang sehat serta kerja sama antara orang tua
pasca perceraian sangat diperlukan agar anak tidak
menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk
meneliti lebih lanjut terkait dengan Pertimbangan

10 Maslihah, Siti. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak.”
Jurnal Psikologi Islam, Vol. 7 No. 2, 2021.

' Lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

12 Buis Sunarti, “Ketahanan Keluarga: Konsep dan Indikator
Pengukuran”, (Bogor: IPB Press, 2018), h. 77.



Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak Asuh Anak
Terhadap Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum dalam
putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan
diatas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menjelaskan konstruksi pertimbangan hukum dalam
putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan
nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Kegunaaan Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga
Islam, khususnya dalam kajian mengenai hak asuh
anak (hadhanah) pasca perceraian. Temuan penelitian
ini dapat memperkaya literatur mengenai problematika
pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam perkara
hak asuh, serta menjadi rujukan akademis bagi
penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu
serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat
memperkuat basis keilmuan mengenai kesenjangan
antara norma hukum dan realitas implementasi di
lapangan.
2. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan



dengan pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian,
antara lain:
a. Mahasiswa
Penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi mahasiswa, khususnya yang menekuni
bidang hukum keluarga Islam, sebagai bahan
referensi dalam  memahami  problematika
pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian.
Dengan adanya studi kasus Putusan Nomor
1563/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, mahasiswa dapat
memperoleh ~ gambaran  nyata  mengenai
kesenjangan antara norma hukum dan praktik
pelaksanaannya di lapangan.
b. Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pemenuhan hak-hak anak meskipun
orang tuanya telah bercerai. Selain itu, hasil
penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman
bahwa hak asuh bukan hanya persoalan hukum
formal, tetapi juga menyangkut kepentingan
terbaik anak yang harus dijaga bersama. Dengan
demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam
menyikapi perceraian, khususnya terkait tanggung
jawab terhadap anak.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Pertimbangan Hukum
Teori pertimbangan hukum menjelaskan dasar-
dasar rasional yang digunakan hakim dalam
mengambil keputusan agar putusan memiliki
legitimasi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Menurut
Sudikno  Mertokusumo,  pertimbangan  hukum
merupakan proses penalaran yuridis yang dilakukan



hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan norma yang
berlaku untuk menemukan keadilan dalam perkara
yang dihadapi. Pertimbangan hukum tidak hanya
bersumber dari undang-undang (legal reasoning),
tetapi juga dapat mencakup prinsip-prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana
diuraikan oleh Gustav ~ Radbruch dalam
Rechtsphilosophie, yang menyatakan bahwa hukum
harus menyeimbangkan tiga nilai dasar tersebut.
Dalam praktiknya, teori pertimbangan hukum
mencakup  jenis-jenis pertimbangan seperti
pertimbangan yuridis (berdasarkan norma hukum
positif), pertimbangan filosofis (berdasarkan nilai
keadilan), dan pertimbangan sosiologis (berdasarkan
kondisi sosial masyarakat). Melalui kombinasi ketiga
dimensi ini, hakim diharapkan tidak hanya
menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga
substantif, sehingga putusannya dapat diterima secara
moral dan sosial oleh masyarakat.'?
2. Konsep Perceraian

Perceraian dalam hukum Indonesia dipahami
sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan
istri yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang
diperbolehkan, tetapi dipandang sebagai perbuatan
halal yang paling dibenci Allah SWT karena dapat
menimbulkan kerugian bagi keluarga, terutama anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

13 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar”,
(Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 74.



sidang pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang
diatur oleh hukum. Oleh karena itu, perceraian tidak
hanya merupakan masalah privat antara suami-istri,
tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap hak
dan kewajiban masing-masing pihak.'#
3. Konsep Hak Asuh Anak
Hak asuh anak (hadhanah) adalah kewajiban
hukum yang melekat pada orang tua untuk merawat,
memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga
mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri.
Dalam hukum Islam, hak asuh anak pada dasarnya
diberikan kepada ibu selama anak belum mumayyiz,
kecuali apabila terdapat alasan kuat yang
membahayakan kepentingan anak. Dalam hukum
positif Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak
ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz
diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau
ibunya. Prinsip utama dalam penentuan hak asuh anak
adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest
of the child), agar tumbuh kembangnya tetap terjamin
meskipun orang tua bercerai.'?
F. Penelitian yang Relevan
Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah
karya terdahulu yang mengkaji hak asuh anak pasca
perceraian, implementasi putusan pengadilan agama, serta
perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga
Islam.

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

15 Mardani, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta:
Kencana, 2016), h. 212.



Fitri Handayani (2020) dalam skripsinya berjudul
“Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di
Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan”  meneliti
implementasi hadhanah setelah perceraian di lingkungan
kota besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun
putusan pengadilan sudah menetapkan hak asuh, dalam
praktiknya masih terjadi kendala terutama dalam
pelaksanaan hak kunjung. Penelitian ini menggunakan
teori perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Ahmad Kurniawan (2021) berjudul
“Problematika Hadhanah dalam Putusan Pengadilan
Agama” lebih menekankan analisis normatif terhadap
putusan pengadilan agama di beberapa daerah. Peneliti
menemukan bahwa  terdapat perbedaan dalam
pertimbangan hakim terkait kepentingan anak, terutama
bila orang tua memiliki kondisi ekonomi yang berbeda.

Penelitian Nur Azizah (2019) dalam bentuk skripsi
“Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum
Islam dan UU Perlindungan Anak” menyoroti
sinkronisasi antara norma hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan. Fokus penelitian ini pada aspek
normatif, dengan kesimpulan bahwa anak memiliki hak
perlindungan ganda: dari agama dan dari negara.

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal juga banyak
membahas tema serupa. Siti Maimunah (2022) menulis
artikel berjudul “Implementasi Putusan Hak Asuh Anak di
PA Semarang” yang menyoroti bagaimana putusan
pengadilan agama tidak selalu berjalan efektif karena
adanya resistensi dari pihak yang kalah. Jurnal ini
menggunakan teori implementasi hukum.

Muhammad Fauzi (2023) dalam jurnalnya
“Kendala Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian”™
menekankan faktor sosial-ekonomi sebagai kendala
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utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun
hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik
anak, keterbatasan ekonomi sering kali menghambat
pelaksanaan putusan.

Jurnal oleh Laila Rahmawati (2021) berjudul
“Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqgashid
Syariah Pasca Perceraian” memberikan analisis teoritik
bahwa hak anak, termasuk kasih sayang dan pendidikan,
merupakan bagian dari tujuan syariat (maqashid al-
syari’ah), khususnya dalam menjaga keturunan (4ifz al-
nasl). Penelitian ini memberikan landasan teoritis penting

untuk kajian perlindungan anak pasca perceraian.
Berikut ini adalah tabel penjelasan dari penelitian-
penelitian yang relevan:

No Judul Persamaan | Perbedaan | Teoriyang
Penelitian Digunakan

1. | Pelaksanaan | Sama-sama | Fitri fokus di | Teori
Hak Asuh membahas kota besar perlindungan
Anak Pasca | hak asuh (Jakarta), anak, KHI
Perceraian anak pasca penelitian ini
di perceraian di PA
Pengadilan Tigaraksa
Agama
Jakarta
Selatan —

Skripsi Fitri
Handayani
(2020)

2. | Problematika | Sama-sama | Kurniawan Teori
Hadhanah mengkaji normatif, hadhanah,
dalam problematika | penelitian ini | hukum
Putusan hadhanah empiris
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Pengadilan keluarga
Agama — Islam
Skripsi

Ahmad

Kurniawan

(2021)

Hak Anak Sama-sama | Azizah Teori
Pasca menyoroti normatif, perlindungan
Perceraian hak anak penelitian ini | anak,
dalam setelah fokus studi maqashid
Perspektif perceraian kasus syariah
Hukum Islam

dan UU

Perlindungan

Anak —

Skripsi Nur

Azizah

(2019)

Implementasi | Sama-sama | Objek Teori
Putusan Hak | meneliti berbeda, implementasi
Asuh Anak di | implementasi | penelitian ini | hukum
P4 putusan di PA

Semarang — Tigaraksa

Jurnal Siti

Maimunah

(2022)

Kendala Sama-sama | Fauzi Teori hak
Pelaksanaan | membahas menekankan | asuh,
Hadhanah hambatan aspek sosial | sosiologi
Pasca pelaksanaan | ekonomi, hukum
Perceraian — penelitian ini

Jurnal pada gap
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Muhammad putusan-

Fauzi (2023) praktik

Perlindungan | Sama-sama | Laila Teori
Hak Anak menyoroti menekankan | maqashid
dalam perlindungan | maqashid, syariah
Perspektif hak anak penelitian ini
Magashid studi

Syariah implementasi

Pasca kasus

Perceraian — konkret

Jurnal Laila

Rahmawati

(2021)

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas terlihat
bahwa penelitian-penelitian
membahas hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian
baik dari aspek normatif maupun empiris. Persamaannya
dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti
persoalan hak anak setelah perceraian. Namun, perbedaan
penting penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap
Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs di Pengadilan
Agama Tigaraksa.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yaitu
objek kajian yang spesifik pada Putusan PA Tigaraksa
Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang belum pernah
diteliti sebelumnya dan fokus analisis pada kesenjangan
antara putusan pengadilan dan praktik pelaksanaan hak
asuh anak, yang memberikan perspektif empiris dan
kontekstual terhadap isu hadhanah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam
di Indonesia, sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat

sebelumnya umumnya
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dan aparat peradilan agama dalam memahami serta
mencari solusi atas problematika pemenuhan hak asuh
anak pasca perceraian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar

mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan
berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian. '
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian
yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang
berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum
positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam
praktik hukum. Penelitian ini menelaah asas-asas
hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum,
serta perbandingan hukum dengan tujuan untuk
menemukan norma hukum yang berlaku dan
penerapannya terhadap permasalahan yang diteliti.
Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku
masyarakat secara langsung, melainkan
menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu
hukum yang dibahas.!”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran
untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala
sentral yang kemudian hasil dianalisis dalam bentuk
deskripsi maupun tema-tema.

16 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

17 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2002), h. 15.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah

a. Pendekatan perundang-undangan (statuta
approach) karena yang diteliti adalah berbagai
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema
sentral suatu penelitian.'®

b. Pendekatan konseptual (conseptual approach)
digunakan untuk memahami landasan teori yang
relevan terhadap pokok permasalahan, yaitu
problematika pelaksanaan putusan pengadilan
agama dalam perkara hak asuh.

c. Pendekatan kasus (case approach) adalah metode
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
mengkaji putusan-putusan pengadilan sebagai
sumber utama untuk menemukan asas hukum,
argumentasi hukum, maupun penerapan norma
hukum dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja
secara nyata melalui pertimbangan hakim dalam
menyelesaikan suatu perkara. Menggunakan
pendekatan kasus, peneliti dapat menelaah secara
mendalam pertimbangan yuridis, filosofis, dan
sosiologis yang digunakan hakim dalam
mengambil keputusan, serta menilai konsistensi
putusan tersebut dengan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip hukum yang
berlaku.'

'8 Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normative”, (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

1% Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normative”, (Malang: Media Publishing, 2007), h. 301
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3. Sumber Bahan Hukum
a. Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang
bersifat auotoritatif,?’ artinya mempunyai otoritas
atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.?!
Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang
digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

3) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991);

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

5) Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-
komentar atau respon atas putusan pengadilan.

20 Tatang M. Amirin, “Penyusunan Rencana Penelitian” (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

21 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana,
2014), h. 181.

22 Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.
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Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder
yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel,
buku, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan
ensiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang
sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang
dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan
komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam
penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku
mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat,
kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang
ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian
ini. Bahan-bahan ini  dimaksudkan untuk
memperkaya dan memperluas serta mempertajam
literature kajian.?

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui studi kepustakaan  (/ibrary
research). Dalam penelitian yuridis normatif,
pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan-
bahan hukum yang relevan untuk memperoleh dasar
teoritis dan normatif terkait permasalahan yang diteliti.
Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai perkawinan dan mahar; bahan hukum
sekunder, berupa literatur-literatur hukum, jurnal
ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum
yang relevan; dan bahan hukum tersier, seperti kamus
hukum dan ensiklopedia hukum. Selain itu, penelitian
ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai

23 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana,
2014), h. 204.
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metode penunjang, yakni dengan mengumpulkan dan
menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti
putusan pengadilan, dokumen administratif, dan data
resmi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan
objek penelitian. Dengan metode tersebut, peneliti
dapat memperoleh  pemahaman  komprehensif
mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta
penerapannya dalam praktik hukum yang dikaji.?*
5. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan usaha peneliti
memaknai data baik dalam bentuk teks maupun
gambar yang dilakukan secara menyeluruh.” Oleh
karena itu peneliti harus benar-benar dapat
mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis,
dipahami, disajikan, dan diintrepetasikan. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan analisis data
dengan model analisis interaktif, yaitu: reduksi data,
penyajian  data, dan penarikan  kesimpulan.
Penjelasannya adalah sebagai berikut?® :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan langkah analisis data
kualitatif dengan tujuan menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan
membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak
penting dan mengorganisasikan serta mengatur data
sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan

24 Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif’, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

25 Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif’, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

26 Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
Dan Tindakan”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.
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baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan.?’
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan
informasi yang memberi kemungkinan kepada
peneliti  untuk menarik  kesimpulan  serta
pengambilan tindakan. Penyajian data pada
penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan
dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks,
gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema,
ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang
disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah
dipahami. Dalam penyajian data yang penulis
lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.?®
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan, peneliti  harus
berusaha menemukan makna berdasarkan data yang
telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan
mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat
lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

27 Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
Dan Tindakan”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

28 Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
Dan Tindakan”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 210.
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Bab  kedua, menguraikan  tentang  teori
pertimbangan hukum, konsep perceraian, dan konsep hak
asuh anak.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi
penjelasan akademis putusan nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dan pertimbangan hakim
dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini
berisi  analisis  pertimbangan hakim  mengenai
problematika terhadap pemenuhan hak asuh anak pasca
perceraian dalam putusan nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs serta akibat hukum dalam
problematika terhadap pemenuhan hak asuh anak pasca
perceraian dalam putusan nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan
saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh

penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1.

Konstruksi pertimbangan hukum dalam Putusan
Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dibangun secara
sistematis berdasarkan tiga landasan utama, yaitu
pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar
bahwa perceraian dapat dijatuhkan apabila terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hakim
memastikan bahwa putusan perceraian memiliki dasar
hukum yang sah dan terukur, sejalan dengan asas
kepastian hukum. Konstruksi pertimbangan hukum
juga memperhatikan kondisi sosial dan kepentingan
anak pasca perceraian. Majelis Hakim menetapkan
bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam
pengasuhan ibu (penggugat), sementara ayah tetap
berkewajiban memberikan nafkah sebesar
Rp5.000.000,00 per bulan di luar biaya pendidikan dan
kesehatan dengan kenaikan 10-20% setiap tahun
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2015. Pertimbangan ini
mencerminkan penerapan hukum positif yang
disinergikan dengan nilai keadilan substantif dan

79
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kemanusiaan, serta menunjukkan bahwa hakim tidak
hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga pada
nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial sesuai
prinsip hukum Islam.

. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

menggambarkan penerapan teori pertimbangan
hukum (ratio decidendi) secara komprehensif
sebagaimana dikemukakan oleh Mackenzie. Majelis
Hakim mempertimbangkan tiga unsur pokok, yaitu
kepastian ~ hukum  (rechtssicherheit), keadilan
(gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmdssigkeirt)
secara proporsional. Dari sisi kepastian hukum, hakim
telah  menerapkan ketentuan = Undang-Undang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara
konsisten sehingga putusan memiliki legitimasi
yuridis yang kuat. Dari sisi keadilan, hakim berupaya
menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak: ibu
memperoleh hak pengasuhan anak berdasarkan
pertimbangan psikologis dan kebutuhan emosional
anak, sedangkan ayah tetap memikul kewajiban
nafkah demi menjamin kesejahteraan anak. Sementara
dari sisi kemanfaatan, hakim menimbang akibat sosial
dari perceraian agar tidak menimbulkan kerugian bagi
anak dengan menetapkan nafkah dan kenaikan
tahunan yang rasional untuk menghadapi perubahan
ekonomi. Pertimbangan hakim mencerminkan
keseimbangan antara norma hukum positif, prinsip
keadilan Islam, serta perlindungan terhadap hak anak
dan keluarga, sehingga tujuan hukum tercapai secara
utuh: memberikan  kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan bagi para pihak.



81

B. Saran
1. Bagi Lembaga Peradilan Agama
Diharapkan agar Majelis Hakim di lingkungan
Peradilan Agama senantiasa memperkuat kualitas
pertimbangan hukum dalam setiap putusan, tidak
hanya berorientasi pada penerapan hukum positif,
tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan
substantif dan kemaslahatan sosial. Hakim perlu terus
memperdalam pemahaman terhadap teori
pertimbangan hukum dan pendekatan magdasid al-
syari’ah, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga membawa manfaat nyata
bagi para pihak, terutama anak yang menjadi korban
perceraian.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan
Mahkamah Agung, perlu melakukan pembaruan
regulasi terkait mekanisme penentuan dan pengawasan
nafkah anak pasca perceraian. Pengaturan yang lebih
rinci dan sistematis mengenai besaran minimal nafkah
anak, penyesuaian inflasi, serta mekanisme penegakan
putusan nafkah akan membantu  menjamin
terlaksananya putusan hakim secara efektif dan
melindungi hak anak sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.
3. Bagi Peneliti dan Akademisi Hukum
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat
memperluas kajian terhadap praktik pertimbangan
hukum hakim dalam berbagai jenis perkara keluarga,
tidak hanya perceraian dan hak asuh anak, tetapi juga
dalam perkara waris, hibah, maupun wasiat. Kajian
komparatif antara putusan di beberapa daerah juga
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penting dilakukan untuk menilai sejauh mana
konsistensi dan perkembangan penerapan asas
keadilan dan kemanfaatan dalam praktik peradilan
agama di Indonesia.
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